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KOMJSJ PEMILIHAN UMUM 

KABUPATENMUSJ RAWAS 

KEPUTUSAN KOMJSJPEMJLIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS 

NOMOR : 12 /HK.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/11/2018 

TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUSI RAW AS, SERT A PEMBENTUKAN DAN 

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMJLJl·JAN UMUM 

KETUA KOMIS! PEMILTHAN UMUM KABUPATEN MUSI RA WAS, 

Menirnbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasul 12 huruf b, Pasal 13 buruf 

a, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, perlu menctapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pernungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

I .  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tenlang 

Tahapan, Program. dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik lndoncsia Tahun 2017 Nomor 1225); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Pembentukan dam Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 

3 1  /PP.05-Kpt/03/KPU/l /2018 Tentang Petunjuk Teknis 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggara Pemilihan Umum. 

I .  Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Musi Rawas : 15 /BA/1605/KPU-Kab//Jl/2018 Tanggal 9 Februari 

2018 ten tang Pembentukan Badan Adhock dan Penyusunan 

Pedoman Teknis Tata Kerja Pemilu; 

2. Rapat Koordinasi Pembentukkan Badan Adhock untuk Pemilihan 

Um um dengan KPU Kab/Kota se Sumatera Selatan pad a tanggal 2- 

4 Januari 2018 di Hotel Horison Palembang. 

MEMUJ1JSKAN : 

KEPUTU&<\N KOMIS! PFMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI 

RA WAS TINTANG PEDOMAN TIKNIS TATA KERIA KOMIS! 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS, S!RTA 

PEMBENTUKAN DAN TATA KFRJA PANfllA PEM1L1HAN 

KECAMATAN, PANfllA PEMUNGLJrAN SUARA, DAN KELOMPCK 

PENYEJ:NGGA.RA PEMUNGUT AN SU ARA DAlAM 

PENYaENGC1c\RAA PEMILIHAN UMUM 
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KESA TU 

KEDUA 

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Musi Rawas, serta Pembentukan dan Tata Kcrja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditctapkan di Muara Beliti 

pada tanggal 9 Februari 2018 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMJSI PEMJLll-lAN UMUM 
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 12 
/HK.OJ.1-Kpt/1605/KPU-Kab/11/2018 TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMIS! 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI 

RAWAS, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA 
KERJA PANITIA PEMTLIHAN KECAMATAN, 
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN 

KELOMPOK PENYELENGGARA 
PEMUNGUTAN SUARA DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

PEDOMAN TEKNJS 

TATA KERJA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUSI RA WAS, SERTA PEMl3ENTUKAN DAN 

TATA K�RJA PANJTJA PEMILIHAN KECAMATAN, 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA. DAN KELOMPOK PENYELENGGARA 

PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

BAB! 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

secara demokratis untuk memilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan \Vakil Presiden, dan untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu 

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Komisi Pemilihan Umurn 

Republik Indonesia telah menetapkan Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
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Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum!Komisi 

lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kclompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

B. Maksud dan Tujuan 

Pedoman Tek.nis Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman 

dan memberikan pemahaman kcpada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan 

tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan \Vakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan scsuai dcngan tugas, 

wewenang dan kcwajibam masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. yang bcrtujuan agar semua penyelcnggara pemilihan 

mempunyai inrtegritas, profcsional schingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pcrwakilan Dacrah, 

Presiden clan \Vakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dapat 

dilaksanakan dengan baik dan lancar. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mcngatur pedoman teknis Tata Kerja KPU 

Kabupaten Musi Ra was, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Calon Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Prcsiden dan Wakil 

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tcrdiri dari: 

l .  Tata Kerja Penyelenggara dalam Penyelenggara Pemilihan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan \Vakil 

Presiden, Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Oaerah. 

2. Persyaratan PPK, PPS. dan KPPS. 

3. Panitia Pemilihan Kecamatan. 

4. Panitia Pernungutan Suara. 

5. Kelornpok Penyelenggara Pernungutan Suara. 

6. Kcsekretariatan. 

7. Petugas Pemutakhiran Data Pernilih dan Perugas Ketertiban Tempat Pemungutan 

Suara. 

8. Penggantian Anggota PPK. PPS, dan KPPS. 
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D. PENGERTIAN UMUM 

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah scbagai berikut : 

I .  Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat 

untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU 

adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 

dalam melaksanakan Pemilu. 

3. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, selanjutnya disingkat KPU Sumatera 

Selatan adalah sebagai lembaga penyelenggara pemiljhan urnum di daerah 

provinsi. 

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat K.PU Kab/Kota 

adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Penyelenggara Pemilihan Umurn yang diberikan tugas menyelenggarakan 

Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. 

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang 

dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di 

tingkat kecamatan. 

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk 

oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat 

kelurahan. 

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya di sebut Pantarlih adalah 

petugas yang di bentuk oleh petugas yang dibentuk oleh PPS untuk mclakukan 

pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. 

8. Kelompok Pcnyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah 

kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk rnenyelenggarakan pemungutan suara di 

TPS. 

9. Petugas Ketertiban Tempat Pernungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas 

Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani 

ketentraman, ketertiban, dan keamanan di sctiap Tempat Pemungutan Suara. 
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10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 

Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan. 

1 1 .  Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut 

Bawaslu Provinsi Surnatera Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan 

umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umurn di wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan 

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Urnum berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang Pernilihan. 

12. Panitia Pengawas Pernilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas 

Kab/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan 

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah 

kabupaten/kota. 

13. Panitia Pengawas Pernilihan Kecamatan, setanjutnya disebut Panwas Kecamatan 

adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kab/Kota yang bertugas untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan. 

14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya di sebut Panwaslu 

Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi pcnyelenggaraan Pemilihan 

Umum di desa/ kelurahan atau sebutan lain. 

15.  Pemilih adalah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang berusia paling rendah 17 

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 

16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Oaftar Pemilih hasil 

pemutakhiran DP4 dan Oafar Pemilih pada Pemilihan Urnum atau Pemilihan 

tcrakhir. 

17.  Daftar Pemi[ih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih hasi[ 

pemutakhiran DPS. 

18.  Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat 

dlilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 

19 .  Hari kerja adalah hari kalender. 
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E. PRJNSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

I .  Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut : 

a. Mandiri; 

b. Jujur; 

c. Adil; 

d. Kepastian hukum; 

e. Tertib; 

f. Kepentingan umum; 

g. Keterbukaan; 

h. Proporsionalitas; 

i. Profesionalitas; 

J. Akuntabilitas; 

k. Efektif 

I. Efisiensi; dan 

m. Efektivitas. 

2. KPU, KPU Provinsi 

bierarkhis. 

Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat 

3. Penyelenggaraan Pemilihan rncnjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi 

Surnatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota. 

4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan 

KPU Kabupaten Musi Rawas dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan petugas 

pemutakhiran data Pemilih. 

5. Tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemilihan dilakukan sesuai tugas, 

wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU 

Kabupaten Musi Rawas masing-masing dalam Pcmilihan dan melaporkannya 

secara bcrjcnjang. 

6. KPU memcgang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU 

Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Musi Rawas, PPK, PPS, KPPS dan 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. 

7. Tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pcmilihan dilakukan dengan 

melapcrkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Pcnyelenggaraan Pemilihan yang 

diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupatcn/ 

Kota 
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BABII 

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM 

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJTBAN KPU KABUPATEN MUSI RAW AS 

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, meliputi: 

I .  Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan Tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

dan berpedornan pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Surnatera Selatan; 

2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS datam witayah kerjanya; 

3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT yang 

kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan; 

4. Melakukan supervisi, asistensi, pemarnauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan 

KPPS; 

5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan \Vakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kepada PPK, PPS dan KPPS; 

6. Menerima Japoran periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil 

Pemilihan dari PPK, PPS, K.PPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih; 

7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan 

Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan \Vakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU 

Kabupaten Musi Rawas yang bersangkutan; 

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara 

serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan Panwas Kabupaten 

Musi Rawas; 

9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah kepada KPU 

Provinsi Sumatera Selatan; 
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10. Mcnyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

I [ .  Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelengaraan 

Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan 

Pcrwakilan Oaerah, Prcsiden dan \Vakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang disampaikan kcpada KPU Provinsi Sumatera Selatan; 

12. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dnn logistik Pemilihan 

Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 

Dacrah, Presidcn dan Wakil Presidcu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 

berdasarkan ketentuan peraturan pcnmdang-undangan yang berlaku; 

13 .  melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan 

KPU Provinsi Sumatera Selatan dan./atau ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 

14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, 

Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas dan Pegawai Sekretariat KJ>U Kabupaten 

Musi Rawas yang tcrbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya 

tahapan penyelcnggaraan Pcmilihan. 

B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK 

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi: 

I .  Membantu KPU Provinsi Sumatcra Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas 

dalam melakukan pemutakhiran data Pemiilih, DPS, dan DPT; 

2. Membanlu KPU Provinsi Sumatcra Selatan dan KPU Kabupatcn Musi Rawas 

dalam menyelenggarakan Pcmilihan; 

3. Melaksanakan semua tahapan pcnyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan 

yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten 

Musi Rawas; 

4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada K.PU Kabupaten Musi 

Ra was; 

5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data 

Pcmilih; 

6. Mengumpu\kan hasil penghitungan suara di TPS dari scluruh PPS di wilayah 

kerjanya; 
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7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di 

wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan 

Panwas Kecamatan; 

8. Mengumumkan hasil rekapitulusi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah 

kerjanya; 

9. Menyerahkan hasil rckapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya 

kepada seluruh peserta Pemilihan; 

I 0. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat 

pcnghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, 

Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Surnatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi 

Ra was; 

1 1 .  Menindaklanjuti dengan segera tcmuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas 

Kecamatan; 

12 .  Melakukan cvaluasi clan mcmbuat laporan setiap tahapan penyclenggaraan 

Pemilihan di wilayah kerjanya; 

13. Melakukan vcrifikasi dan rckapitulasi dukungan Pasangan Calon pcrscorangan; 

14. Melaksanakan sosialisasi pcnyclenggaraan Pcmilihan dan/atau yang bcrkaitan 

dengan tugas dan wcwenang PPK kepada masyarakat; 

15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang dibcrikan peraturan 

penmdang-undangan dan/atau olch KPU Kabupaten Musi Rawas. 

16. Tugas Kctua PPK meliputi: 

a. Memimpin kcgiatan PPK; 

b. Mengunclang anggota untuk rnengadakan rapat PPK; 

c. Mcngawasi kegiatan PPS; 

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk 

keluncaran pelaksanaan tugas; 

e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi basil penghitungan suara 

sementara secara berkala, dcngan manual. dan/ atau elektronik; 

f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara 

bcrsama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, clan dapat 

ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat manclat yang ditanclatangani 

oleh Kctua Partai I Tim Kampanye; 

KPU MUSI RAWAS
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/



g. Menyerahkan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi 

hasil penghitungan suara di PPK kepada I (satu) orang saksi Partai I Tim 

Karn pan ye; 

h. Me\aksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran 

pcnyelenggaraan Pcmilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh 

KPU Kabupaten Musi Rawas. 

1. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah 

seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota. 

17. Tugas Anggota PPK meliputi: 

a. Mcmbantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas; 

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

c. Mcmberikan pendapat dan saran kepada Kctua PPK scbagai bahan 

pcrtimbangan. 

d. Oalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kcpada 

Ketua PPK. 

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS 

Tugas, wewcnang dan kewajiban PPS meliputi: 

l .  Membantu KPU Kabupaten Musi Rawas dan PPK dalam melakukan pemutakhiran 

data Pemilih, DPS, daftar Pcmilih hasi! perbaikan. dan DPT; 

2. Membentuk KPPS; 

3. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten 

Musi Rawas mclalui PPK; 

4. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih; 

5. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Musi 

Ra was melalui PPK; 

6. Menetapkan perugas ketcrtiban TPS dengan KcputusanPPS; 

7. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas 

ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Musi Rawas melalui 

PPK; 

8. Mengumumkan dafter Perrulih; 

9. Menerima rnasukan dari masyarakat tentang DPS; 

[ 0. Me\akukan perbaikan dan mengumumkan has ii perbaikan DPS, 
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1 1 .  Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten; 

12. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK; 

13. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat 

desa/kelurahan atau sebutan Jain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan 

PPK; 

14. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kcrjanya; 

15. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghilungan suara dan 

setelah kotak suara disegel; 

16. Mcneruskan kotak suara dari sctiap TPS kcpada PPK pada hari yang sama setclah 

terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan 

membuka kotak suara yang sudah disegel o\eh K.PPS; 

1 7 .  Menindaklanjuti dengan segera temuan dan Japoran yang disampaikan oleh PPL; 

1 8 .  Melakukan cvaluasi dan mernbuat laporan sctiap tahapan pcnyclenggaraan 

Pemilihan di wilayah kerjanya; 

19. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pcmilihan dan/alau yang berkaitan 

dengan tugas dan wcwenang PPS kepada masyarakat; 

20. Membanru PPK dalam mcnyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal 

penghitungan suara; 

2 1 .  Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Jain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan K.PU Kabupatcn/Kota, dan/atau PPK. 

22. Tugas Ketua PPS meliputi: 

a. Memimpin kegiatan PPS; 

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS; 

c. Mengawasi kcgintan KPPS; 

d. Mengadakan koordinasi dcngan pihak yang dipandang perlu untuk kelancanm 

pelaksanaan tugas; 

c. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan; 

f. Mcmberikan salinan DPS hasil pcrbaikan kepada yang mcwakili Partai I 

Pasangan Calon di tingkat dcsa/ kelurahan sebutan lain: dan 

g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran 

penyclcnggaraan Pemilihan scsuai dengan kebijakan yang ditcntukan oleh 

KPU Kabupatcn. 

h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan olch salah 

seorang anggota PPS alas dasar kesepakatan antar anggota. 
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23. Tugas Anggota PPS meliputi: 

a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas; 

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan penmdang-undangan; dan 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan 

pertimbangan. 

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bcrtanggung jawab kcpada 

Ketua PPS. 

D. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS 

Tugas, Kewenangan dan Kcwajiban KPPS, meliputi : 

I .  Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS; 

2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL; 

3. Mclaksanakan pcmungutan dan pcnghitungan suara di TPS; 

4. Mcngumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 

5. Menindaklanjuti dengan segcra tcmuan dan \aporan yang dismnpaikan o\eh saksi, 

PPL, pesertn Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suarn; 

6. Mcnjaga dan mcngamankan keutuhan kotak suara sctclah penghitungan suara dan 

setelah kotak suara disegel; 

7. Mcmbuat berita acara pemungutan dan pcnghitungnn suara scrta membuat 

sertifikat penghitungan suara dan wajib mcnyerahkannya kepada saksi peserta 

Pcmilihan, PPL, dan PPK melalui PPS; 

8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; 

9. Menycrahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil 

pcnghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada han Yang sama; 

10. Mclaksanakan tugas, wcwenang. dan kewajiban lain yang dibcrikan oleh peraturan 

perundang-undangan KPU Kabupnten, PPK, dan/atau PPS. 

1 1 .  Tugas Kehm KPPS dalam persiapan pcnyelenggaraan pemungutan suara dan 

penghihmgan suara adalah: 

a. Membcri penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kcpada 

anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS; 

b. Mcngumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara: 

c. Mcnandatangani surat pemberitahuan untuk membcrikan suara kcpada Pemilih 

pada DPT; 
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' . 

d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemi\ihan di 

tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya; 

e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan 

f Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh 

Pasangan Calon atau ketua tim kampanyc Pasangan Ca\on. 

12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah 

a. Memimpin kegiatan KPPS; 

b. Memimpin pe\aksanaan kegiatan pemungutan suara; 

c. Membuka rapat pemungutan suara tcpat waktu 

d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir; 

e. Menandatangani berita acara bersarna-sama paling kurang 2 (dua) orang 

anggota KPPS; 

f Menandatangani tiap lembar surat suara: dan mengakhiri kegiatan pemungutan 

suara tepat waktu 

13 .  Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghilungan suara diTPS adalah: 

a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara; 

b. Menandatangani berita acara dan scrtifikat hasil penghitungan suara bcrsama­ 

sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, clan dapat ditandatangani 

oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim 

kampanye; 

c. Memberikan I (satu) ekscmplar salinan berita acara dan sertifikat basil 

penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui 

PPS; 

d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan 

e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat basil 

penghitungan suara Jan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK 

melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas 

ketertiban TPS. 

14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS 

melalui ketua PPS. 

15 .  Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS. 

16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kcpada ketua 

KPPS. 
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BAB Ill 

PERSY ARA TAN PPK, PPS DAN KPPS 

A. Syarat untuk menjadi anggota P PK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut : 

I .  Warga negara Indonesia; 

2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; 

3. Setia kepada Pancasila scbagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara 

Repub\ik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklarnasi 17 Agustus 1945; 

4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ; 

5. Tidak mcnjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan 

yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi 

anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus 

Partai Politik yang bersangkutan; 

6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; 

7. Mampu sccarajasmani. rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; 

8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 

9. Tidak pemah dipidana pcnjara bcrdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tctap karcna melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

JO. Tidak pemah dibcrikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau 

DKPP; 

1 1 .  13elurn pernah menjabat 2 (dua) kali scbagai anggota PPK, PPS dan KPPS; 

12. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak 

dipenuhi di wilayah/ [okasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil 

dari desa terdekat. 

13.  Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sckolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai 

kemampuan dan kecakapan dalam mcmbaca, menulis dan berhitung dibuktikan 

dengan surat pernyataan. 

14. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagairnana dimaksud pada angka 1 1  

(sebelas) yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS clan KPPS selama 2 (dua) 

kali periodc penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama. 

15 .  Dalam ha\ persyaratan belurn pemah menjabat 2 (dua) kali scbagai anggota PPK. 

PPS clan KPPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Musi Rawas dapat 
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bekerjasama dengan lembaga pcndidikan atau tenaga pendidik untuk rnemperoleh 

anggota PPK. PPS dan K.PPS yang memenuhi persyaratan. 

8. Kelengkapan persyaratan meliputi: 

I .  Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku; 

2. Foto copy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijaza terakhir yang 

dilegalisir oleh pejabat yang bcrwenang atau surat keterangan dari lembaga 

pendidikan formal yang rnenyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani 

pendidikan sekolah menengah atas/scderajat ; 

3. Pas Foto berwarna Ukuran 3 x 4 cm I (saru) lembar ; 

4. Foto copy Surat Keterangan Catalan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir;\ 

5. Daftar Riwayat Hdup (DRH) 

6. Surat pemyataan yang bersangkutan: 

a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklarnasi 17 Agustus 1945; 

b) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 

(lirna) tahun; 

c) Tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pcngadilan yang telah 

memeroleh kekuaran hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lirna) tahun atau lebih: Bebas dari penyalah 

gunaan narkotika; 

d) Bebas dari pcnyalahgunaan narkotika; 

e) Tidak pemah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau 

DK.PP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan 

umum atau Pcmilihan; 

f) Be[um pemah menjabat 2 (dua) kali scbagai anggota PPK. PPS dan KPPS; 

g) Sanggup dan bersedia melaksanakan Pernilihan Umum bagi Kabupaten yang 

melaksanakan Pilkada Screntak ; 

h) Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir 

dalam lampiran Peraturan ini; 

7. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat 
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BABIV 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) 

A. Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

I .  Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Prcsiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat kccamatan dibentuk PPK. 

2. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan. 

3. Hak keuangan Anggota PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Calon 

Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat, Anggota Dewan Pcrwakilan Dacrah, Presidcn 

dan Wakil Prcsidcn, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung sesuai 

dengan waktu pelnksanaan tugasnya. 

B. Susunan clan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

I .  Anggotn PPK berjumlah 3 (tiga) orang yang mcrncnuhi syarnt bcrdasarkan 

peraturnn perundang-undangan. 

2. Komposisi keanggotaan PPK mcmperhatikan keterwakilan pcrcmpuan paling 

sedikit 30 % (tiga puluh perscu). 

3. Dalam mcnja\ankan tugasnya, PPK dibantu olch Sekrctariat yang dipimpin olch 

seorang Sekretaris dari pegawai negcri sipil yang memenuhi persyaratan. 

4. Sekretaris sebagainrnna dimaksud pada angka 3, dibantu 2 (dua) orang staf 

sekrctnrint. 

5. Susunan kcanggotaan PPK tcrdiri atas I (satu) orang ketua mcrangkap anggota dan 

2 (dua) orang anggota. 

6. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. 

C. Pcmbcntukan Panitia Pcmilihan Kccamatan 

I .  Anggota PPK diangkat dan dibcrhentikan olch KPU Kabupatcn. 

2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Knbupaten paling lambat 6 (enam) bulan 

sebelum pcmungutan suarn dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan sctclah 

pemungutan suara. 

3. Anggota PPK dipilih berdasarkan evaluasi dan jum\ah PPK Pemilihan Gubcmur 

dan Wakil Gubemur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati scrta Walikota clan Wakil 

Walikota yang bcrjumlah 5 (limn) orang mcnjadi 3 (tiga) orang 

4. Anggota PPK Pcmilihan Gubcmur dan Wakil Gubcmur, Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati scrta Walikota dan Wakil Walikota yang berjumlah 5 (lima) orang 

akan dievaluasi dengan diberikan kuesioncr dengan penjelasan sebagai berikut : 
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, 

a. Daftar pertanyaan ditujukan kcpada 3 (tiga) unsur penilai, yaitu KPU 

Kabupaten, PPK dan Sekretaris PPK; 

b. Penilaian terhadap Ketua dan anggota PPK dalam I (satu) Kecamatan dilakukan 

oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, 4 (empat) Anggota PPK Jainnya 

dan Sekretaris PPK; 

5. Apabila Anggota PPK dalam satu Kecamatan tidak dapat terpenuhi scbanyak 3 

(tiga) orang untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Pemilihan Umum berdasarkan 

basil evaluasi dan atau tidak lagi memenuhi syarat sesuai kctentuan peraturan 

perundang-undangan. Anggota PPK tcrscbut dapat diambil dari pcringkat 6 (enam) 

ke bawah hasil seleksi calon anggota PPK Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati clan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk 

ditetapkan sebagai anggota PPK Pcmilihan Umum. 

6. Penetapan anggota PPK tcrpi\ih sebagaimana dimaksnd angka 5 dilaksanakan 

dcngan metode wawancara oleh KPU Kabupalcn. 

7. Apabila anggota PPK Pemilihan Umum tidak dapat ditetapkan dari 10 (sepuluh) 

besar hasil seleksi calon anggota PPK Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka pembcntukan 

PPK dapat dilakukan dengan selcksi terbuka. 

8. Pcrgantian Anlar Waktu (PAW) Anggota PPK ditentukan melalui peringkat 

bcrikutnya dan I atau bcrkoordinasi dengan lcmbaga pendidikan a tau instansi untuk 

rncndapatkan Anggota PPK yang memenuhi syarat. 

0. Pengambilan Keputusan PPK 

I .  Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK. 

2. Sctiap anggota PPK mcmpunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

rnemberikan pcndapat Jan saran dalam rapat PPK. 

3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dun bcrtanggung jawab 

terhadap semua hasil rapat PPK. 

4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota 

PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir. 

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang 

anggota PPK yang hadir. 

6. Dalam ha\ tidak tercapai pcrsetujuan di dalarn rapat PPK, kcputusan PPK diambil 

berdasarkan suara terbanyak. 
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BABY 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) 

A. Kedudukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

I .  Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Prcsiden, Anggota Dewan 

Perwaki\an Rakyat Daerah di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS. 

2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain. 

3. Hak keuangan anggota PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung sesuai 

dengan waktu pelaksanaan tugasnya. 

B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

I .  Anggota PPS berjumlah 3r (tiga) orang yang memenuhi syarat bcrdasarkan 

peraturan perundang undangan. 

2. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf sekretariat PPS. 

3. Susunan keanggotaan PPS tcrdiri atas I (satu) orang ketua merangkap anggota dan 

2 (dua) orang anggota. 

4. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS. 

C. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara 

1 .  Anggota PPS diangkat dan diberhentikan o\eh KPU Kabupaten Musi Rawas. 

2. Anggota PPS di bentuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas paling lambat 6 (enam) 

bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah pemungutan suara. 

3. Calon anggota PPS diangkat berdasarkan anggota PPS Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

4. Penilaian terlmdap Ketua dan anggota PPS dalam I (satu) desa/k.elurahan 

dilakukan oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten, Ketua dan Anggota PPK, 2 

(dua) anggota PPS lainnya dan Sekretaris PPS; 

5. Dalam ha! anggota PPS Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubcrnur, Bupati dan 

Wakil Bupati scrta Walikota dan Wakil Walikota tidak memenuhi syarat K.PU 

Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS dari urutan 4 ke bawah hasil seleksi 

calon anggota PPK Pemilihan Gubemur dan \Vakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
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Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota PPK 

Pemilihan Umum. 

6. Penetapan anggota PPS terpilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan 

dengan metode wawancara o\eh KPU Kabupaten. 

7. Apabila anggota PPS Pcrnilihan Umum tidak dapat ditetapkan dari 6 (enam) besar 

hasil seleksi calon anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka pembentukan PPS 

dapat dilakukan dengan seleksi terbuka. 

8. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPS ditcntukan melalui peringkat 

berikutnya dan I atau berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau instansi untuk 

mendapatkan Anggota PPS yang memenuhi syarat. 

D. Pengambilan Keputusan PPS 

I .  Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota. 

2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan 

pendapat dan saran dalam rapat PPS. 

3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab 

terhadap semua hasi I rapat PPK. 

4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihaditi paling kurang 2 (dua) orang anggota 

PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir 

5. Keputusan Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang 

anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. 
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BABY! 

KELOMPOK PENYELE:'<GGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) 

A. Kedudukan, Susumm, dan Keanggotaan 

I .  KPPS berkedudukan di TPS. 

2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh} orang yang berasal dari anggota masyarakat di 

sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

3. Anggota KPPS tcrdiri dari I (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) 

orang anggota. 

4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh KPPS. 

B. Pcmbentukan K.PPS 

I .  KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Musi 

Ra was. 

2. Pengangkatan anggota K.PPS memperhatikan sumber daya manusta dari rukun 

tetangga/rukun warga (R W) yang bersangkutan. 

3. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU 

Kabupaten Musi Rawas. 
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BAB VII 

KESEKRETARIATAN 

A. SEKRETARIAT PPK 

I .  Dalarn melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh 

seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 

2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang stafSekretariat PPK. 

3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah. 

4. Syarat untuk menjadi stafSekretariat PPK meliputi : 

a) Tidak pcrnah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; 

b) lndepcnden dan tidak berpihak; 

c) Sehat jasmani dan rohani; 

d) Mempunyai pangkat clan golongan paling rendah 11 b. 

e) Dapat mengoperasikan komputcr minimal, Ms. Word. 

5. Kelengkapan persyaratan untuk menjadi stafSekretariat PPK dibuktikan dengan: 

a) Surat pemyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: 

l) Tidak pemah dijatubi sanksi disiplin pegawai; 

2) lndcpcnden dan tidak berpihak; 

3) Sehatjasmani dan rohani. 

4) Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bcrsangkutan. 

6. PPK berkonsultasi dengan Sekrctaris Daerah Kabupaten mela\ui KPU Kabupaten 

dalam mengusulkan sckretaris dan staf Sekrctariat PPK. 

7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) narna calon Sekretaris PPK 

dan 4 (empat) ca\on staf Sekretariat PPK kcpada Bupati untuk sclanjutnya dipilih 

dan ditetapkan l (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati. 

8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

9. Pembagian tugas stafSekretariat PPK rneliputi: 

a) l (satu) orang stafSekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan 

b) 1 (satu) orang sraf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik 

Pemilihan. 

I 0. Masa tu gas Sekretariat PPK sarna dengan masa tu gas PPK. 

1 1 .  Tugas Sekretaris PPK mcliputi: 

a. Mcrnbantu pelaksanaan tugas PPK; 

b. Memimpin dam mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; 

c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan 
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. .  

d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK. 

12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK 

melalui ketua PPK. 

13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan 

teknis penyelenggaraan Pemilihan. 

14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan. dan Jogistik Pemilihan mempunyai 

rugas menyiapkan sega\a urusan tata usaha. pembiayaan, administrasi PPK dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan rnenyimpan bukti kas pernbiayaan Pemilihan 

untuk kegiatan PPK, dan rnenyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan 

administrasi. 

15.  Dalarn melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris 

PPK. 

B. SEKRETARTAT PPS 

I .  Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/ kelurahan atau sebutan 

lainnya. 

2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang StafSekretariat PPS. 

3. K.PU Kabupaten/Kota meminta kepada lurah/k.epala desa untuk rnenugaskan 

pegawainya sebagai Anggota Sekretariat PPS. 

4. Syarat untuk menjadi Staf Sekrctariat PPS meliputi; 

a. Tidak pemah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; 

b. lndependen dan tidak berpihak; 

c. Sehat jasmani dan rohani: 

d. Dapat mengoperasikan komputer minimal. Ms. Word. 

5. Kelengkapan persyaratan sebagai Anggota Sckretariat PPS dibuktikan dengan surat 

pemyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan: 

a. Tidak pemah dijatuhi sanksi disiplin pegawai; 

b. Independen dan tidak berpihak; 

c. Sehat jasmani dan rohani. 

6. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desai Lurah atau sebutan lainnya. 

7. Pembagian tu gas Staf Sekretariat PPS adalah: 

a. I (satu) orang StafSekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan; 
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b. I (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik 

Pemilihan. 

8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS. 

9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi: 

a. Membantu pelaksanaan tugas PPS; 

b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekrctanat PPS; dan 

c. Melaksanakan tugas yang ditcnrukan oleh PPS; 

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS. 

I 0. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS 

melalui Ketua PPS. 

1 1 .  Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyclenggaraan mempunyai tugas menyiapkan 

teknis penyelenggaraan Pemilihan. 

12. Staf Sekretariat urusan tata usaha. keuangan. dan logistik Pernilihan mempvnyar 

tugas rnenyiapkan scmua urusan tara usaha, pembiayaan. administrasi PPS dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan 

unruk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pcmilihan beserta kelengkapan 

administrasinya. 

13 . Dalam melaksanakan tugas Staf Sckretariat PPS bertanggung jawab kepada 

Sekretaris PPS. 
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BAB VIII 

PETUGAS PEMUTAKHfRAN DATA PE�IILIH (PPDP) 

DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS 

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILfH (PPDP) 

I .  Perugas pemutakhiran data Pernilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan 

pcmutakhiran data Pemilih. 

2. Petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) 

atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang 

bersangkutan. 

3. Perugas pcrnutakhiran data pemilih diangkat dan diberhcntikan dengan Kepurusan 

KPU Kabupaten. 

4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjurnlah; 

a. I (satu) orang untuk setiap TPS dcngan jumlah pcmilih sampai dengan 400 

(cmpat ratus) orang; dan 

b. paling ban yak 2 (dua) orang untuk sctiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 

400 (empat ratus) orang. 

5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih meliputi: 

a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih; 

b. Menerima data pemilih dari K.PU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS; 

c. Melakukan pemutakhiran data pcmilih; 

d. Mclakukan pencocokan dan penclitian data pcmilih; 

e. Mendatangi pemilih untuk mclakukan pencocokan dan penelitian: 

f. Mernberikan tanda bukti terdaflar kcpada pemilih dan mencmpelkan tanda 

khusus pada rumah pcmilih; dan 

g. Mcmbuat dan menyampaikan rckapitulasi hasil pcncocokan dan penclitian 

kepada PPS. 

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMP AT PEMUNGUTAN SU ARA (TPS) 

I .  Petugas ketertiban TPS bertugas mcmbantu KPPS untuk menjaga kctenteraman, 

ketertiban dan keamanan di lokasi TPS. 

2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjum1ah 2 (dua) orang. 

3. PPS mengajukan usulan kcbutuhan petugas kctcrtiban clan kcamanan di lokasi TPS 

kepada PPK. 

4. PPK mencruskan usulan PPS kepada KPU Kabupalen. 
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5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua} orang petugas ketertiban 

pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kcpada Bupati. 

6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas kctertiban TPS dari Bupati kepada 

PPS. 

7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS. 
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BABIX 

PENGGANTJAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS 

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK 

I .  Anggota PPK berhenti antar waktu karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterirna; 

c. Berhalangan tetap lainnya; atau 

d. Diberhentikan sementara. 

2. Anggota PPK diberhentikan semcntara apabila: 

a. Tidak lagi memcnuhi syarat sebagai anggota PPK; 

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; 

c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturul-turut 

tanpa alasan yang sah: 

d. Dijatuhi pidana penjara bcrdasarkan putusan pengadilan yang tclah memcroleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana penjara 5 (lirna) tahun atau lebih; 

e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemi\ihan umum; 

f Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 

(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelns: atau 

g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten dalam rnengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten. 

4. Penggantian antar waktu anggota PPK yang berhenti di\akukan oleh KPU 

Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau 

menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan. 

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dcngan tahapan 

rneliputi; 

a. Menerima lapornn; 

b. Meneliti materi laporan: 

c. Melakukan klarifikasi; 

d. Melakukan kajian dan mengarnbil keputusan. 

6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian. 

KPU MUSI RAWAS
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/



• . . 

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat: 

a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk 

kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan; 

b. Memanggil para pihak; 

c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan 

d. Mclakukan koordinasi dan/atau rnelibatkan Bawaslu atau Panwaslu scsuai 

dengan tingkatannya. 

8. Berdasarkan hasil penelitian dan k.Jarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan 

mengambil keputusan. 

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS 

1 .  Dalam hal anggota PPS bcrhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat menunjuk 

anggota PPS bani berdasarkan rangking saat seleksi; 

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui 

keberadaannya atau tidak marnpu melaksanakan tugas secara perrnanen. 

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS 

I .  Oalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap 

anggota KPPS yang bersangkutan. 

2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan mcninggal dunia, tidak diketahui 

keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara pcnnanen. 

3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap mernperhatikan sumber daya 

manusia dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (R W) yang bersangkutan. 

4. Penggantian anggota KPPS bcrhalangan tetap harus dilaporkan kcpada KPU 

Kabupaten. 
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BABX 

PEDOMAN TEKNIS 

KPU Kabupaten Musi Rawas yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Keputusan K.PU 

Kabupaten Musi Rawas tentang Pcdornan Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Musi Rawas, 

PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Dewan 

Perwaki\an Oaerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan bcrbedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 12 

/HK.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/ll/2018 serta Pcraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pernbentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Kornisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum I Komisi 

lndependen Pemilihan Kabupaten/ Kota. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kccamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam penyelenggaraan Pemilhan Umum; 
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BABXI 

LAIN-LAIN 

I .  Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan di\aksanakan olch penyelenggara pemilihan I (satu) tingkat 

di atasnya. 

2. Anggota PPK yang te\ah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas pada 

penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 dapat mendaftar menjadi anggota PPK/PPS 

pada Penyelenggaraan Pemilihan Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil 

Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat. 

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum yang berhimpitan dengan Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur yang serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Tahun 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018, maka K.PU Kabupaten Musi 

Rnwas beserta badan Adhock diwilayah kerjanya yang menyelenggarakan Pcmilihan 

Bupati dan \Vakil Bupati Tahun 2 0 1 8  dibebankan tanggungjawab ganda dalam rangka 

mensukseskan penyelenggarnan Pcmilihan Umum. 

4. Penilaian terhadap Anggota Adhock yang tidak dapar menjalankan tugasnya oleh 

penyelenggara setingkatnya, berdasarkan la po ran yang tertuang secara tertul is dari 

pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelenggara. 

5. Jika tidak ada Anggota Adhock tidak terpcnuhi, KPU Kabupaten Musi Rawas dapat 

menunjuk Jangsung berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku. 
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BAB XII 

PENUTUP 

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Musi Rawas, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, 

dam apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan. 

Ditetapkan di Muara Beliti 

pada tanggal 9 Februari 2018 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MUSI RA WAS 

ACH ZAEIN, SH 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMlSl PEMlUHAN UMUM 

KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 12 

/HK.03. I-Kpt/1605/KPU-Kab/11/2018 TENT ANG 

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMIS! 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI 

RA WAS, SERT A PEMBENTUKAN DAN TATA 

KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN 

KELOMPOK PENYELENGGARA 

PEMUNGUTAN SU ARA DA LAM 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

FORM PENILAIAN EVALUASI ANGGOTA 

PANITIA PEMIUHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

I .  KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/ PPS 

2. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS 

3. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR 

PERTANYAAN 

4. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR 

PERTANYAAN 
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KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK 

Kepada yang terhormat, 

1 .  Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupaten 

2. Bapak dan !bu Ketua/Anggota PPK 

3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK 

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pcmilihan 

Umum yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Anggota PPK, dimohon 

dengan homnat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

I .  Daftar pertar.yaan ini diisi o\eh peni\ai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota 

KPU Kabupaten, Anggota PPK dan Sekrctariat PPK; 

2. Penilaian tcrhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, 

Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK; 

3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupatcn, 

Kctua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK; 

4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota 

PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten; 

5. Peni\aian tcrhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan 

Anggota PPS dan Sekrctaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU 

Kabupatcn; dan Anggota KPU Kabupatcn, Kctua dan Anggota PPK dan Sckretaris PPK; 

6. Pember ian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau 

contreng (V). 

KPU mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK <lan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab 

daftar pertanyaan yang diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka 

evaluasi Anggota PPK untuk Pemilu 20 19. 
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PANDUAN PERTANYAAN 

EVALUASI KINERJA PPK I PPS 

lnformasi Umum 

PPK/ PPS 

Nama Penilai 

Unsur Pcnilai 

Nama yang Dinilai 

Keterangan 
SS 
s 

N 

TS 

STS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

KPU Kab I Anggota PPK I PPS I Sckretariat PPK I PPS* 

Sangat Setuju 

Setuju 
Netral 
Tidak Sctuju 
Sangat Tidak Setuju 

No Pernvataan SS s N TS STS 

I Anggota PPK I PPS aktif dalam berpcndapat 
di raoat 

2 Anggota PPK I PPS dapat mencnma 
oerbedaan ocndaoat dalam raoat 

3 Anggota PPK I PPS melaksanakan kcputusan 
rapat yang telah disepakati 

4 Anggota PPK I PPS dapat mengelola konflik 
internal secara baik 

5 Anggota PPK I PPS dapat mengelola konflik 
ekstemal denaan baik 

6 Anggota PPK I PPS merniliki hubungan kerja 
vane baik denaan sesama kolega 

7 Anggota PPK I PPS memiliki hubungan kerja 
yang baik dengan Sckretariat 

8 Anggota PPK I PPS memper\akukan pcscrta 
pemilu dengan sama rata 

9 Anggota PPK I PPS tidak memiliki 
kecendernngan memihak kepada salah satu 
oeserta oemilu 

10 Anazota PPK I PPS selalu hadir di rapat 

1 1  Anggota PPK I PPS tidak dapat bckerja sama 
denzan baik 

12 Anggota PPK I PPS tidak dapat 
melaksanakan keputusan rapat yang telah 
discoakati 

• Corel yaug ticlak perlu 
Hasil Evaluasi agar dimasukkan kc dalam amplop dan diserahkan kepada KPU Kabupaten 
Musi Rawas paling larnbat tanggal . 
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YANG DINLLAI : . 

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA rrK 
BERDASARKAN DAFTAR PERNVATAAN 

KETUA/ANGGOTA PPK 

HASIL PENILAIAN 

PERNYA 
PENILAI PEN I LAI PENll..1\I PENILAI 

PEN[LAI !ii PENILAI 6 PENfLAI 7 PE:"IILAI 8 PENILAI 9 PENILAI 10 TOTAL 

I 2 3 4 
TAAN SEKRETARIS KPU KPU KPU KPU KPU 

SKOR 

PPK Pl'K PPK Pl'K 
PPK KAB!KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB!KOTA KAB/KOTA 

I 

0 

2 
0 

3 

0 

4 
0 

s " 
6 

0 

7 " 
• " 

' 
" 

10 

u 

II " 
12 

u 

TOTAL u u (J 

" " 
u 

" 
u 

" 
0 0 

NILA! AKIIIR 0.00 

- - 

STS 1 

-e 
• TS 3 3 

< 

• 
a N s 

• , 

� 
s 7 

� 
0 SS 9 

STS s 
-e 

" ' TS 3 , 

< 

• 
a N 0 

• , 

� s .3 
� 
� 

SS ·S � 

PENlLAIAN AKHIR MlN MAKS 

Sangat Dirckomendasikan 76 100 

Dirckomendasik.an 51 75 

Tidak Dirckomcndasikan 26 50 

-- 
� 

Sangat Tidak Direkomendasikan 0 25 
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HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS 

BERDASARKANDAFTAR PERNYATAAN 

Yang Dinilai : 

KETUA/ANGGOTA PPS 

NILA! AKHIR 0.00 

HASIL PENILAIAN 

P[NILAI PEN I LAI PENILAI PENILAI PENILAI PEN I LAI PEN I LAI 

PERNVA 
I 

PENJLAI 8 PENJLAI 9 

I 2 J 4 
' 

6 7 

TAAN 
TOTALSKOR 

SEKRETARIS 

PPK PPK PPK PPK PPK PPS PPS KPU KAB!KOTA 

I 
PPS 

I 1 
0 

2 I 
0 

J 
0 

I 

4 
0 

s 
0 

G 
0 

7 
0 

s I 
0 

9 
0 

10 I 
0 

I I  
0 

12 
II 

TOTAL 0 
I 

0 0 II 0 0 0 0 0 0 

' 

TS 

: 
3 � 1---�N--t---�,-I 
0 
• 
:: 1----�,--+---�,-I 

" 0 

�--,,----<--,�-� 

STS s 
-e 

• 
3 TS 3 
< 

' 0 • N 
• , 

" s ·3 
� 

" SS .5 � 

PENILAIAN AKHIR MIN MA 

KS 

Sangat Dirckomcndasikan 76 100 

Dirckomendasiken 51 75 

-- 

Tidak Direkomendasikan 26 50 

Sangat Tidak Direkomendasikan 0 25 
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HASIL PENlLAIAN E\ ., �SI KINERJA PPS 

BERDASARKAN DAJ. ·�< PERNYATAAN 

Yang Dinilai: 
ANGGOTA PPS 

HASIL l'[NILAIAN 

PERNYA l'ENU.AI I l'ENILAI l PENILAI J PENH.Al 4 PF.NILAIA .S 
TOTAL 

TAAN 
PPS PPS 

SEi...'R.ETARIS KETUA KPU 
SKOR 

PENILAIAN AK.HLR MIN MAKS 

PPS PPK KAB/KOTA 

0 Sangar Direkomendasikan 76 100 

' 
0 

Direkomcndasikan SI 75 

J 0 
Tidal:. Direkomendasikan 26 so 

' 
0 

Sangat Tidak Direkomendasikan 0 25 
5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

II 0 

12 0 ,' 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 
- 

NILAI AKHIR 0,00 

.. STS Salinan sesuai dengan aslinya 
• 
' STS 5 • TS 3 -e -e 

• SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM � ' TS 3 • • 
• N s ce 

KABUPATEN MUSI RAWAS • • 
.,. • N 0 

s 7 • 
• 

s -3 Q 

SS 9 
.,. 

SS -5 
� 

-- 
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' • 

LAMPIRAN Ill 

KEPUTUSAN 

KABUPATEN 

KOMIS! 

MUSI 

PEMILIHAN UMUM 

RAWAS NOMOR 

12./HK.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/ll/2018 TENT ANG 

PEDOMAN TEKN!S TATA KERJA KOMIS! 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS, 

SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA 

PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK 

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SU ARA 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

UMUM 

FORMAT KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS 

I.  KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN 

2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RA WAS TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA; DAN 

3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA 

PEMUNGUTAN SUARA. 
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